BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepada

Yth.  Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800Ads9/SETDAKAB.BKPP

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PERCERAIAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan maksud tersebut mengingat semakin tingginya tingkat
perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara. Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Pejabat yang berwenang untuk memberikan atau menolak ijin perceraian dan
atau beristri lebih dari seorang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian adalah
Bupati;

2. ASN Wanita tidak diijinkan menjadi isteri kedua dan seterusnya, ASN yang
melanggar ketentuan ini dijatuhi Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai ASN;

3. Setiap ASN yang akan mengajukan permohonan ijin perceraian, harus
disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dimana ASN itu bertugas sebelum meneruskan permohonan ijin
tersebut kepada Bupati;

4. Setiap atasan/pimpinan OPD yang menerima permohonan/permintaan ijin
perceraian ASN, wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan pembinaan
yang maksimal serta berusaha merukunkan kembali ASN tersebut sebagai
upaya untuk mencegah terjadinya perceraian;

5. Dalam hal telah dilakukan upaya pembinaan dan perdamaian yang maksimal
namun hal ini tidak berhasil maka dalam proses pengajuan permohonan ijin
perceraian kepada Bupati, harus melampirkan rekomendasi dari pimpinan
OPD dan dokumen administratif sebagai bukti bahwa telah dilakukan upaya
pembinaan dan perdamaian.

6. ASN yang melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu tanpa ijin dari
pejabat yang berwenang, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat

berat;



7. Terhadap permohonan yang tidak melampirkan rekomendasi dari pimpinan
OPD dan dokumen administratif sebagaimana tersebut pada poin 5, maka
permohonan tersebut tidak akan diproses.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan-di-Boroko
Pada tafigshl \¢/Desember 2022
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TembusanYth.:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Arsip,-



